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KEPUTUSAN CAMAT PURWAKARTA
Nomor : PR.07 /14 /Kec.Pwk

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

CAMAT PURWAKARTA

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/S/
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kecamatan
Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang  Akuntabilitas Kinerja  Instansi



10,

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Pemerintah;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor S5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta;
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana
Strategis Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan
program, kegiatan dan indikator kinerja untuk
pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 13 April 2023

CAMAT PURWAKARTA*V

AAN S.Pdi,KP,M.Si
NIP. 19750215200012 1 001




LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : PR.07/14 /Kec.Pwk
Tanggal : 13 April 2023
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
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